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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Menurut Enrico Akerina, Jantje J. Tinangon, Lidia M. Mawikere (2017), 

Kemajuan satu negara yaitu dilihat kemampuan suatu negara tersebut 

melaksanakan dan membiayai pembangunan negara maka pajak mempunyai 

kontribusi besar terhadap penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara, 

salah satu sumber penerimaan negara yang menjadi primadona yaitu Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). kontribusi pajak dalam mendanai 

pengeluaran negara terus meningkat membutuhkan dukungan berupa 

peningkatan kesadaran masyarakat wajib pajak untuk memenuhi kewajiban 

secara jujur dan bertanggung jawab. pajak yang berlaku di Indonesia 

diantaranya kontribusie terbesar dalam penrmaan pajk dalam negri setiap tahun 

setlah tahun pajk berakhir. dimana para wajibi pajaka akan melaksanakan 

kewajibannya, mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan 

(SPT) Masa dan Tahun. Pemerintah telah melakukan kurang lebih beberapa kali 

modifikasi perubahan undang-undang untuk menambah fungsi dan peranan 

perpajakan dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan negara. 

keputusan mengenai hal tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 244/PMK.03/2008 tentang jenis jasa lain, sebagaimana dalam Pasal 23 

ayat (1) huruf c angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak 

Penghasilan yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2008. pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dalam 

Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari modal, penyerahan jasa, ataupun 

penyelenggaran kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21; meliputi 

dividen, royalti, hadiah dan penghargaan, sewa, penghasilan sehubungan 

dengan penggunaan harta, dan imbalan jasa tertentu. menurut peraturan 

kementerian keuangan no.141/PMK.03/2015, jasa sewa Freight Forwarding 

merupakan salah satu bidang usaha pengelolaan transportasi yang kegiatan 
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usaha ditujukan untuk mewakili kepentingan mengurus semua aktivitas 

pengirimaan dan penerimaani barangi melalui transportasi darat, laut, dan 

udara, yang mencakupi aktivitas penerimaan, penimbangan, penyimpanan, 

sirtas, pengepakan, penandaan, pengukuran, penimbangan, pengurusan, 

penyelesiaan dokumen, penerbitan dokumen angkutan, perhitungan biayai 

angkutan, klaim asuransi atas pengirimaan barangi sertai solusi penyelesaian 

piutang dan biaya-biaya lainnya, atas pengirimaan barang-barang sampai 

dengan diterimanya barang kepada klien, salah satu acuan perusahaan yang 

bergerak dalam jasa sewa freight forwarding adalah PT KSJ dimana saat 

penyewaan dilakukan oleh vendor, perusahaan meyertakan pengenaan tarif PPh 

23 sebesar 2% dalam bukti pemotongan invoice yang telah dibayar oleh 

vendor/klien. oleh karena itu, penulis mengangkat pembahasan dengan judul 

“PROSEDUR PEMOTONGAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 

UNIFIKASI ATAS JASA SEWA FREIGHT FORWARDING TRUK (PT 

KSJ)”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bersumber pada latar belakang tersebut, penulis mengidentifikasi permasalahan 

berikut: 

1. Bagaimana pembuatan rekap bukti pemotongan invoice dari vendor pada 

PT KSJ PPh 23 tahun 2022? 

2. Bagaimana Tahapan Pelaporan Induk SPT Masa PPh 23 Unifikasi PPh 23 

dan pelaporan SPT Tahunan Tahun Pajak WP Badan pada lampiran 1771- 

III Tahun 2022? 

1.3 Tujuan Penulisan KTIA 

Karya Tulis Ilmiah Akhir terdapat beberapa tujuan: 

1. Untuk mengetahui bukti pemotongan invoice terhadap jasa sewa freight 

forwarding pada PT KSJ PPh 23 Tahun 2022. 

2. Untuk memahami tahapan pelaporan Induk SPT Masa dan Tahunan 

Tahun WP Badan PPh 23 PT KSJ. 
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1.4 Manfaat Penulisan 

 
Penulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi: 

 
a. Bagi Mahasiswa 

1. Berguna untuk menambahkan pengetahuan serta ilmu penulisan 

dibidang pajak tentang bagaimana prosedur sistem pemotongan dan 

pelaporan atas jasa sewa freightt forwarding dalam perusahaan. 

2. Menambahkan wawasan, pengetahuan dan mempraktikan teori-teori 

yang diperoleh semasa perkuliahan di Universitas Kristen Indonesia. 

3. Menjadi tempat perisiapan diri dalam menghadapi dunia kerja 

dibekali dengan keahliann, kemampuan, keterampiilann dan 

pengalamann yang di dapat selama melaksanakan praktek kerja 

lapangan. 

b. Bagi Universitas Kristen Indonesia (UKI) 

1. Membagi informasii actual untuk dijadikan sebagai materi referensi 

bagi mahasiswa lainnya yang ada didalam lingkungan kampus 

Universitas Kristen Indonesia. 

2. Menjadi penilitian kegiatan belajar dalam perkulihan Universitas 

Kristen Indonesia Khususnya pada Program Studi Diploma III 

Manjemen Pajak Fakultas Vokasi. 

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan 

Penulis Karya Tulis Ilmiah Akhir (KTIA) lebih berpusat pada pembahasan 

Prosedur Pembuatan Bukti Pemotongan dan Pelaporan Surat Pemberitahuan 

Masa dan Tahunan WP Badan PPh 23 atas Jasa sewa Freightt Forwarding pada 

PT KSJ. 

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika penulisan tugas akhir secara garis besar penyusunan KTIA 

penulisan bertujuan memudahkan jalan pikiraan untuk memahami secara 

keseluruhan isi Karya Tulis Ilmiah Akhir. 
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BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang permasalahan, rumusan 

mmasalah, tujuan penelitian penulis, manfaat penulisan, 

ruang lingkup pembahasan, sistem penulisan tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Landasan teori berisi pengertian pajak dan definsi pajak 

menurut para ahli, kepatuhan wajib pajak, fungsi pajak, 

sistem pemungutan pajak, Objek pajak, pemotongan pph 

pasal 23, hak dan kewajiban pemotongan pph 23, bea 

pajak, perhitungan pph pasal 23, pelaporan pajak pphh 23. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini membahas metode penilitian mengenai gambaran 

Sejarah Singkat PT Jhon Skin Care, Visi dan Misi, 

Struktur Organisasi, Profil PT KSJ tarif sewa yang akan 

penulis angkat pembahasannya dari tempat penelitian dan 

magang penulis. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab yang berisi pembahasan PT KSJ pada prosedur 

pembuatan pemotongan invoice dan pelaporan Induk SPT 

Masa PPh 23 Unifikasi PPh 23 dan pelaporan SPT 

Tahunan Tahun Pajak WP Badan yang terdapat pada 

lampiran 1771-III Tahun 2022. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan keterbatasan penulis dan sarani 

penelitian yang dilakukan penulis. 

 


